
BUPATI   CIREBON

PROVINSI   JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR        : 000.7.2.6/Kep.315 -Bapenda/2024
LAMPIRAN   :  1  (Satu)  Lembar

TENTANG

TIM PERTUSUN RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREB0N TAHUN 2025

BUPATI CIREBON,

Menimbang           :   a.      bahwa    berdasarkan    ketentuan    Pasal    273
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah,  Perangkat Daerah perlu
membuat   Rencana   Kerja   yang   berpedoman
kepada Renstra Perangkat Daerah yarig memuat
program,    kegiatan,    1okasi,    dan    kelompok
sasaran  yang  disertai  indikator  kineria  dan
pendanaan  sesual  dengan  tugas  dan  fungsi
setiap Perangkat Daerah dan digunakan sebagai
bahan penyusunan rancangan RKPD;

b.      bahwa    berdasarkan    ketentuan    Pasal    125
Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   86
Tahun  2017  tentang  Tata  Cara  Perencanaan,
Pengendalian    dan    Evaluasi    Pembangunan
Daerah,     Tata     Cara     Evaluasi     Rancangan
Pe ratu ran        Dae rah        tentan g        Re nc ana
Pembangunan   Jangka   Panjang   Daerah   dan
Rencana    Pembangunan    Jangka    Menengah
Daerah,  serta  Tata  Cara  Perubahan  Rencana
Pembangunan      Jangka      Panjang      Daerah,
Rencana    Pembangunan    Jangka    Menengah
Daerah, dan Rencana Kelja Pemerintah Daerah,
bahwa Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat
Daerah  ditetapkan  dengan  keputusan  Kepala
Daerah;

C.
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Mengingat              :    1.      Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik  Indonesia Tahun  1950}  sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun  1968  tentang  Pembentukan  Kabupaten



Purwakarta   dan   Kabupaten   Subang   dengan
mengubah       Undang-Undang       Nomor       14
Tahun         19 50        tentang        Pembentukan
Daerah-Daerah  Kabupaten  Dalam  Lingkungan
Propinsi    Djawa    Barat    (Lembaran    Negara
Republik   Indonesia  Tahun   1968   Nomor   31,
Tamb ahan       Le mbaran       Ne gara      Re p u b lik
Indonesia Nomor 2851) ;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem   Perencanaan   Pembangunan   Nasional
( I.e mbaran       Negara       Repu blik       I ndone sia
Tahun 2004  Nomor  104,  Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

3.      Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan     Daerah     (Lembaran     Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244,
Tambahan       Le mbaran       Ne gara       Re pu b lik
Indonesia   Nomor   5587),   sebagaimana   telah
diubah     beberapa     kali,     terakhir     dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan   Peraturan   Pemerintah   Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta        Keria       menjadi       Undang-Undang
(Lembaran       Negara       Republik       Indonesia
Tahun 2023      Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4.      Undang-undang Nomor  1  Tahun  2022  tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan   Pemerintah   Daerah   (Lembaran   Negara
Republik   Indonesia   Tahun   2022   Nomor   4,
Tan bahan      Le mbaran      Ne gara      Re pu blik
Indonesia Nomor 6757);

5.      Peraturan  Pemerintah  Nomor  69  Tahun  2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
lnsentif    Pemungutan     Pajak    Daerah    dan
Retribusi  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia       Tahun       2010       Nomor        119 ,
Tambahan      Lembaran       Negara      Republik
Indonesia Nomor 5161 ) ;

6.      Peraturan  Pemerintah  Nomor  18  Tahun  2016
tentang  Perangkat  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2016  Nomor   114,
Tambahan      Lembaran      Negara      Republik
Indonesia      Nomor   5887)   sebagaimana   telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah   Nomor   18   Tahun   2016   tentang
Perangkat  Daerah  (I,embaran  Negara  Republik
Indonesia       Tahun       2019       Nomor        187,
Tambahan       Lembaran       Negara      Republik
Indonesia  Nomor 6420);



7.      Peraturan  Pemerifltah  Nomor  12  Tahun  2019
tentang      Pengelolaan      Keuangan      Daerah
( Le mbaran       Ne gara       Re pu bl i k       I ndone sia
Tahun  2019  Nomor  42,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8.      Peraturan  Pemerintah  Honor  13  Tahnn  2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia        Tahun        2019        Nomor        52 ,
Tambah an       Le mbaran       Ne gara       Re p u b lik
Indonesia Nomor 6323) ;

10.    Peraturan  Pemerintah  Nomor  35  Tahun  2023
tentang  Ketentuan  Umum  Pajak  Daerah  dan
Retribusi  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
lndone sia       Tahun       2 0 2 3       N omor       8 5 ,
Tamhahan      Lemharan      Negara      Republik
Indonesia Nomor 6881 ) ;

11.    Peraturan   Presiden   Nomor   59   Tahun   2017
tentang     Pelaksanaan     Pencapaian     Tujuan
Pembangunari Berkelanjutan ( Lembaran Negara
Republik Indonesia     Tahun 2017 Nomor 136);

12.    Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   80
Tahun   2015   tentang   Pembentukan   Produk
Hukum     Daerah     (Berita     Negara    Republik
Indonesia                Tahun   2015   Nomor   2036}
sebagaimana  telah  diubah  dengan  Peraturan
Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  120  Tahun  2018
tentang  Perubahan    Atas    Peraturan  Menteri
Dalam  Negeri  Nomor  80  Tahun  2015  tentang
Pembentu kan       Produ k       H u ku in       Dae rah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor  157);

13.    Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   86
Tahun  2017  tentang  Tata  Cara  Perencanaan,
Pengendalian    dan    Evaluasi    Penbangunan
Daerah,     Tata    Cara     Evaluasi     Rancangan
Pe ratu ran        D aerah        te ntan g        Ren c ana
Pembangunan   Jangka   Panjang   Daerah   dan
Rencana    Pembangunan    Jangka    Menengah
Daerah,  serta  Tata  Cara  Perubahan  Rencana
Pemhangunan     Janglra     Panjang     Daerah,
Rencana    Pembangunan    Jangka    Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor  1312);

14.    P€raturan   M€nteri   Dalam   Negeri   Nomor   90
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur  Perencanaan  Pembangunan  dan
Keuangan   Daerah    (Berita   Negara   Republik
Indonesia  Tahun   2019      Nomor   1447)  junto
Kep u tusan          M en te ri          Dalam          Negeri
Nomor  050-5889  Tahun  2021   tentang  hasil
Verifikasi       d an       Val id a s i       Pen u takh iran



Klasifikasi,     Kodefikasi,     dan     Nomenklatur
Perencanaan    Pembangunan    dan    Keuangan
Daerah;

15.    Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   18
Tahun  2020  tentang  Peraturan  Pelaksanaan
Peraturan  Pemerintah  Nomor  13  Tahun  2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan  Daerah  (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

16.    Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   77
Tahun      2020     tentang     Pedoman     Teknis
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17.    Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   10
Tahun   2.023   tentang   Pedoman   Penyusunan
Rencana Keria Pemerintah  Daerah Tahun 2024
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 630) ;

18.    Peraturan   Menteri   Pendayagunaan   Aparatur
Negara   dan   Reformasi   Birokrasi   Nomor   17
Tahun   2021    tentang   Penyetaraan   Jahatan
Administrasi   ke   dalam   Jabatan   Fungsional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor  525);

19.    Peraturan   Menteri   Pendayagunaan   Aparatur
Hegara   dan   Reformasi   Birokrasi   Nomor   25
Tahun 2021 tentang Penyederhanaan  Struktur
Organisasi   pada  lnstansi   Pemerintah   untuk
Penyederhanaan `   Birokrasi     (Berita     Negara
Republik Indonesia Tahun 2021  Nomor  546);

20.    Peraturan Daerah Kabupaten cirebon Nomor 12
Tahun     2016     tentang     Pembentukan     dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon
(I.embaran      Daerah       Kabupaten      Cirebon
Tahun   2016   Nomor   12)   sebagaimana   telah
diubah  dengan  Peraturari  Daerah  Kabupaten
Cirebon     Nomor     1     Tahun     2021     tentang
Perubahan  atas  Peraturan  Daerah  Kabupaten
Cirebon    Nomor     12    Tahun    2016    tentang
Pembentukan dan  Susunan  Perangkat Daerah
Kabupaten       Cirebon       {Lembaran       Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2021  Nomor 1);

21.    Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8
Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja     Daerah     Tahun     Anggaran     2024
(Lembaran      Daerah       Kabupaten      Cirebon
Tahun 2022 Nomor 8};

22.    Peraturan      Bupati      Cirebon      Nomor      165
Tahun   2023   tentang   Penjabaran   Anggaran
Pendapatan          dan          B elanj a          Daerah
Tahun      Anggaran      2024      (Berita      Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 165);



23.    Peraturan      Bupati      Cirebon      Nomor      156
Tahun   2023   tentang   Kedudukan,   Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kelja
Badan    Pendapatan    Daerah    (Berita    daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 156}.

24.    Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten
Cirehon     Tahun     2025-2026     (Berita     daerah
Kabupaten Cirebon Nomor 156 Tahun 2024).

Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

:   Surat Edaran Bupati Cifebon Nomor 000.7.2.4/ 323/
Bappelitbangda  tanggal  30  Januari  2024  tentang
Pedoman  Periyusunan  Penyempumaan  Rancangan
Awal Renja Peran8kat Daerah Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

:   Membentuk Tim Penyusun  Rencana Kerja Badan
Pen d apatan       Daerah       Kabu paten       Ci re bon
Tahun    2025    dengan    susunan    keanggotaan
sebagaimana    tercantum  dalam   hampiran yang
merupakan    bagian    tidak    texpisahkan    dari
Keputusan Bupati ini.

:   Tim    Penyusun    Rencana    Kerja    sebagaimana
dimaksud pada diktum KESATU bertugas untuk :
a.   mengumpulkan    dan    mengolah    data    dan

informasi terkait
1)  data   hasil   evaluas±   pelaksanaan   Renja

Badan tahun sebelumnya.

2)  data    dokumen    Renstra    Kementerian/
lembaga  yang   terkait   tugas   pokok   dan
fungsi  Dinas,  dokumen  RKP  Tahun  2025
terutama prioritas nasionalnya.

3)  data  capaian   realisasi   indikator Standar
Pelayanan       Minimal ,       data       realisasi
indikator     SDGs/Tujuan     Pembangunan
Berkelanjutan,    data   realisasi   indikator
kineB`a kunci urusan pemerintahan tahun
sebelumnya dan data proyeksinya.



KETIGA

KEBMPAT

KELIRA

b.   menginventarisir,           mempelajari           dan
menerapkan  peraturan  perundang-undangan
(balk undang-undang,  peraturan pemerintah,
peraturan  menteri  dalam  negeri,   peraturan
menteri  teknis,  peraturan  daerah,  peraturan
bu pa-ti)         yam g         terkait         perenc anaan
pembangunan,    penganggaran    daerah    dan
urusan   pemerintahan   yang   menjadi   tugas
pokok dan fungsinya.

c.    mempelajari       dan       mengimplementasikan
panduan     atau     petunjuk    tekflis     terkalt
penyusunan dokumen rencana pembangunan
daerah   dan   dokumen   rencana   perangkat
daerah.

d.   menyusun    agenda    kerja    Tim    Penyusun
Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah.

e.   menyusun   rancangan   awal   Rencana   Kerja
Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025.

f.    melaksanahan   forum   Organisa9i   Peranghat
Daerah untuk membahas rancangan Rencana
Ken.a Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025
dengan   Organisasi   Perangkat   Daerah   dan
stakeholder lain yang terkajt.

9.   menyusun  Rancangan  akhir  Rencana  Kerja
Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025.

h.   melakukan        pengendalian        penyusunan
kebijakan  dokumen  rencana  ken.a  perangkat
daerah.

:   Tim  Penyusun  menyampaikan  rancangan  akhir
Rencana     Kerja     Badan     Pendapatan     Daerah
Tahun 2025 kepada Kepala Bappelitbangda untuk
dilakukan verifikasi.

:   Dalam hal basil verifikasi sebagaimana dimaksud
pada  Diktum  KETIGA  ditemukan  hal yang  perlu
disempumakan,   Bappelitbangda  menyampaikan
saran       dan       re kome nd as i       penye mpu rn aan
rancangan   akhir   Renja   Bapenda,   maka   Tim
Penyu su n          haru 9          men perbai ki          dan
menindaklanjuti rekomendasi dimaksud.

:   Biaya yang timbul  sebagai  akibat ditetapkannya
Keputusan     ini,     dibebankan     kepada     APBD
Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.



KEENAM :   Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan

Ditetapkan di   Sumber
pada taLnggal    2  .uli  2®24

Pj. BUPATI CIREBON,

WAHYU MIJAYA

Tembusan:
1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon:
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Para Anggota Tim Penyusun Rencana Kelja

Badan Pendapatan Daerah Tahun 2025.



LAMPIRAN   :   KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR       :  100.3.3.2/Kep. 315   -Bapenda/2024
TANGGAL   :  2  Juli  2®24
TENTANG   : TIM PENIUSUN RENCANA KERJA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM   PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH

RABUPATEN CIREBON TAHUN 2025

I       Penanggung jawab  :    Kepala Badan pendapatan Daerah
11      Ketua Tim                  :    Sekretaris Badan pendapatan Daerah
Ill     Sekretaris                  :    Perencana  Ahli  Muda  pada  Badan  Pendapatan

Daerah
IV     Kelompok Kerja

Pokja I  Literatur dan Dokumen Perencanaan Pembangunan terkait
Koordinator              :    Kepala Bidang perencanaan dan  pengembangan

Pendapatan
Anggota                      :    1.  Kepala   Sub   Bidang   Pengembangan   Potensi

Pendapatan
2.  Kepala Sub Bidang Data dan Informasi
3.  Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

Pokja 11  Pengolahan Data dan lnformasi yang dibutuhkan
Koordinator               :    Kepala Bidang pengelolaan pajak Daerah
Anggota                      :    1.  Kepala  Sub  Bidang  Penilaian  dan  Penetapan

Pajak   Bumi   dan   Bangunan   Perdesaan   dan
Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB)

2.  Kepala  Sub  Bidang  Penilaian  dan  Penetapan
Pajak Daeral Lainnya

3.  Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
Pokja  Ill
Daerah

Analisis  Data  dan  Narasi  Tiap  Bab  dalam  Renja  Perangkat

Koordinator

An88Ota

:    Kepala     Bidang     Pengendalian     dan     Evaluasi
Pendapatan

:    1.  Kepala sub Bidang penagihan
2.  Kepala Sub Bidang Pemeriksaan
3.  Analis Keuarigan Pusat dan Daerali Ahli Muda

WAHYU MIJAYA



45611

PEMERINTAli  KABuPATEN CIREBON
+{ , BADAN PENDAPATAH DAERAH

Jl. Sunan Ampel Nomor 01
Pusat Pemerintahan Kabupaten Cirebon Telplfex. : ( 0231 ) 321431

e-mail : bppdkabcirebon@gmail.com

SuMBER

NOTA - DINAS

Kepada        :   Yth. Bapak Bupati cirebon
Dari             :   Kepala Badan pendapatan Daerah Kabupaten cirebon
Tanggal       :    tAApril2024
Nomor          :    loo.3.3.2/Sekred  uqb reapenda
Si fat             :   Penting
Lampiran     :    1 (satu)berkas
Hal               :   Permohonan penerbitan Keputusan Bupati cirebon tentang Tim penyusun Rencana Keria

Badan Pendapatan Daerah Kal)upaten Cirebon Tahun 2025

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa berdasarkan Pasal  125   Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata  Cara  Perencanaan, Pengendalian  dan

Evalunsi  Pembangunan   Daerah,    Tata   Cara   Evalunsi    Rancangan  Peraturan   Daerah

tentang  Rancangan  Peraturan  Daerah Tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang

Daerch  dan    Rencana    Pembangunan    Jangka    Menengrh    Daerah,  serta    Tata    Cara

Perubahan   Rencana   Pembangunan   Jangka panjang   Daerch,   Rencana   Pembangunan

Jangka     Menengah   Daerah,   dan  Reneana  Keri+a  Pemerintah  Daerat,   periu  disusun

Keputusan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Berkenaan  hal  tersebut,  bersama  ini  kami  ajukan  draflkonsep  Keputusan  Bupati

Cirebon tentang Tin Pe.nyusun Badan Pendapatan Daerch Kabuprten Cirehon Tahun 2025

untuk ditandatangani.

Demikian kant sampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

REPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Tembusan :
1.   Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten cirebon;
2.   Yth. Asisten Adminstrasi pemeriutahan dan Kesra-;
3.   Yth. Kepala Bagian Hukum sctda Kabupaten cirebon,


